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Abstrak
 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian hanyalah merupakan

pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga pada prinsipnya UU Nomor 1 Tahun 1974

sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Akan tetapi UU Perkawinan tetap mengatur

mengenai putusnya perkawinan berserta akibatakibatnya dalam Bab VII Undang-Undang ini. Dalam tulisan

ini diangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimanakah akibat hukum putusnya perceraian menurut UU

Nomor 1 Tahun 1974 khususnya terhadap hak asuh anak serta bagaimanakah Putusan Pengadilan mengenai

kasus perselisihan dalam menentukan hak asuh anak beserta analisis yuridisnya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder, baik dari Undang-

Undang maupun berbagai literatur. Dengan metode tersebut dapat dilihat bahwa Perceraian akan membawa

akibat-akibat hukum terhadap hubungan suami isteri maupun terhadap harta benda perkawinan dari suami

isteri tersebut. Akibat hukum yang terpenting adalah terhadap anak. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

dengan terjadinya perceraian maka akan timbul pemeliharaan anak atau penguasaan anak yang secara de

facto akan dipegang oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, meskipun keduanya tetap sebagai

pemegang kekuasaan orang tua. Hal inilah yang sering menimbulkan perselisihan antara kedua orang tua

karena keduanya merasa berhak untuk mengasuh dan merawat anak-anak mereka.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak secara jelas dikatakan siapa dari kedua orang tua yang

berhak untuk melakukan penguasaan terhadap anak mereka. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini

disebutkan bahwa penguasaan anak haruslah dilakukan demi kepentingan si anak. Oleh sebab itu dalam

Putusan-Putusan Pengadilan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hak asuh anak adalah

kepentingan si anak. Untuk menentukan pihak orang tua yang mana yang berhak mendapatkan hak asuh atas

anaknya pertimbangan sosiologis dan psikologis juga bisa menjadi pertimbangan bagi Hakim.
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